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ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan. Dalam mencapai tujuan tersebut
diperlukan sumber-sumber pembiayaan, serta membutuhkan komitmen kuat dari pihak pemerintah
dan swasta dalam hal investasi. Walaupun kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali meningkat,
namun peningkatan cenderung rendah dan masih terjadi disparitas distribusi pendapatan antar
daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan
investasi terhadap disparitas distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di
Provinsi Bali. Penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu data time series yang dimulai tahun
2013-2018. Penelitian ini dilakukan melalui observasi non partisipan pada publikasi BPS. Teknik
analisis yang digunakan adalah analisis jalur atau path analysis. Berdasarkan analisis diperoleh hasil
bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan, sedangkan investasi
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota
Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan
disparitas distribusi pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan
masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah dan investasi tidak
berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui disparitas distribusi
pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Kata Kunci: pengeluaran pemerintah, investasi, disparitas distribusi pendapatan, kesejahteraan

masyarakat.

ABSTRACT

Community welfare is the goal of development. In achieving these objectives, funding sources
are needed, and require strong commitment from the government and the private sector in terms
of investment. The purpose of this study is to analyze the effect of government spending and
investment on the disparity in the distribution of income and welfare of the district / city
community in the Province of Bali. This study was sourced from secondary data, namely time
series data which began in 2013-2018. This research was conducted through non-participant
observation in BPS publications. The analysis technique used is path analysis. Based on the
analysis, the results show that government spending has a negative and significant effect, while
investment has a positive and not significant effect on the disparity in the income distribution of
regencies / cities in Bali Province. Government expenditure and investment have a positive and
significant effect, while the disparity in income distribution has a positive and not significant
effect on the welfare of the district / city community in Bali Province. Government expenditure
and investment do not indirectly affect the welfare of the community through disparity in the
distribution of district / city income in the Province of Bali.

Keywords: government expenditure, investment, disparity in income distribution, public welfare.
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Pada dasarnya suatu pembangunan bertujuan untuk menciptakan
kesejahteraan masyarakat di daerahnya melalui pembangunan ekonomi yang
tinggi dan berkelanjutan baik antar sektor maupun antar sektoral dengan
perencanaan pembangunan daerah yang efisien. Keberhasilan pembangunan
yang dilaksanakan pemerintah dapat tercermin dari bagaimana kondisi
masyarakatnya baik dari segi ekonomi, kesehatan dan pendidikan yang diukur
dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan
manusia merupakan suatu konsep utama untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (Hokum, 2014). Menurut Nehen (2012:78) pembangunan manusia
diartikan sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan bagi pemenuhan dasar
manusia dari sisi ekonomi (daya beli), kesehatan maupun pendidikan. Melalui
peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan terjadi peningkatan kualitas
hidup manusia.

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk
menunjang pembangunan di suatu daerah serta pengembangan sumber daya
manusia diarahkan untuk merubah sumber daya manusia yang potensial. Pada
kenyataannya selama ini pembangunan hanya ditujukan untuk pencapaian
tingkat pertumbuhan ekonomi, bukan peningkatan taraf hidup masyarakatnya.
Jadi, pembangunan ekonomi dikatakan berhasil apabila suatu daerah mampu
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat
secara merata. Keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari
kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya

tertib sosial.
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Pemerintah Provinsi Bali tentu saja harus berupaya melakukan
pemerataan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat membantu
mengoptimalkan peran dari masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan di
Provinsi Bali. Nilai IPM kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam kurun waktu
enam tahun secara keseluruhan mengalami peningkatan, namun terdapat
perbedaan angka IPM yang cukup jauh antara kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Hal tersebut menunjukkan terjadi ketidakmerataan antar daerah.

Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali
Tahun 2013-2018 (dalam poin)

Kabupaten/Kota 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Jembrana 68,39 68,67 69,66 70,38 70,72 71,65
Tabanan 72,31 72,68 73,54 74,19 74,86 75,45
Badung 77,63 77,98 78,86 79,80 80,54 80,87
Gianyar 74,00 74,29 75,03 75,70 76,09 76,61
Klungkung 68,08 68,30 68,98 69,31 70,13 70,90
Bangli 65,47 65,75 66,24 67,03 68,24 68,98
Karangasem 63,70 64,01 64,68 65,23 65,57 66,49
Buleleng 68,83 69,19 70,03 70,65 71,11 71,70
Denpasar 81,32 81,65 82,24 82,58 83,01 83,30
Bali 72,09 72,48 73,27 73,65 74,30 74,77

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa IPM Provinsi Bali mengalami peningkatan
dari 72,09 poin pada tahun 2013 menjadi 74,77 poin pada tahun 2018. Rentanga
IPM vyang dikategorikan menengah ke atas hanya dimiliki oleh empat
kabupaten/kota di Provinsi Bali yaitu Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.
Selain itu terdapat lima kabupaten yang memiliki angka IPM dibawah IPM
Provinsi Bali. Hal ini diduga masih terjadi disparitas distribusi pendapatan

sehingga pembangunannya belum merata.
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Ketidakmerataan pembangunan disuatu daerah akan menyebabkan
disparitas distribusi pendapatan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa
faktor, seperti perbedaan geografis, perbedaan kualitas sumber daya manusia,
persebaran investasi yang tidak merata, pengalokasian belanja pemerintah yang
belum efektif serta strategi pembangunan daerah masih kurang. Pelebaran
kesenjangan antar daerah sangat dipengaruhi akibat perbedaan geografis seperti
halnya ketimpangan antara daerah perkotaan dengan pedesaan (Breau dan
Saillant, 2016). Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam
pembangunan suatu daerah karena sektor-sektor utama daerah hanya berpusat
pada daerah-daerah tertentu saja.

Investasi swasta memiliki peran penting dalam pola pembangunan
daerah dalam mengembangkan sektor-sektor yang ada di suatu daerah. Investasi
merupakan salah satu unsur penting dalam perekonomian suatu daerah karena
investasi mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan ekonomi pada masa
sekarang maupun masa yang akan datang. Meningkatnya kegiatan investasi atau
penanaman modal di suatu daerah diharapkan akan berdampak terhadap
kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya kegiatan investasi tersebut
dapat menyerap banyak tenaga kerja, sehingga masyarakat memiliki pendapatan
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan pada akhirnya mampu mengurangi
ketimpangan distribusi pendapatan (Awandari, 2016).

Pembangunan kesehatan dan pendidikan harus dipandang sebagai suatu
investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya

akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan berdampak
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terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah sebagai indikator
untuk meningkatkan kegiatan perekonomian disuatu daerah. Pengeluaran
pemerintah merupakan salah satu alat intervensi pemerintah terhadap
perekonomian yang paling efektif dan digunakan sebagai cerminan kebijakan
yang diambil oleh pemerintah dalam suatu daerah. Kebijakan distribusi
pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran dan ketepatan arah investasi dapat
menciptakan kesempatan kerja akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di
daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok
permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaruh pengeluaran
pemerintah dan investasi terhadap disparitas distribusi pendapatan di Provinsi
Bali. 2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi, dan disparitas
distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. 3.
Apakah pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh secara tidak
langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui disparitas distribusi
pendapatan di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi
sumbangan studi empiris sehingga menambah generalisasi hasil studi
sebelumnya dan menambah bukti-bukti untuk memperkuat teori dan juga
diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil
kebijakan yang berkaitan dengan bidang pembangunan regional khususnya
mengenai pengeluaran pemerintah, investasi, disparitas distribusi pendapatan

serta kesejahteraan masyarakat.
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Pengeluaran pemerintah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening
kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, pengeluaran, dan pembiayaan
daerah. Dalam teori Wagner bahwa dalam suatu perekonomian, apabila
pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah
pun akan meningkat. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada
upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses
pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan
ekonomi nasional. Dalam penelitian Wicaksono (2018) menjelaskan bahwa
pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas
distribusi  pendapatan.  Pengeluaran  pemerintah  menjadi  suntikkan
perekonomian melalui program-program untuk mendorong produktivitas
sumber daya yang ada, sehingga mampu mengurangi disparitas distribusi
pendapatan yang terjadi di suatu wilayah (Dyatmika dan Hastarini, 2013).
Menurut Baeti (2013) pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap
kesejahteraan masyarakat, di era otonomi pemerintah daerah harus semakin
mendekatkan diri pada pelayanan dasar masyarakat. Alokasi pengeluaran
pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan memegang peranan penting guna
meningkatkan pelayanan ini

Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal
merupakan komponen yang penting dalam pembangunan ekonomi karena
mempunyai keterkaitan dengan keberlangsungan kegiatan perekonomian di
suatu daerah. Peran investasi asing langsung untuk merangsang pertumbuhan

ekonomi dianggap lebih baik dari investasi domestik (Fazaalloh, 2019).
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Investasi ataupun penanaman modal dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian
atau dapat berasal dari 2 sumber yaitu :
1) Penanaman Modal Asing (PMA)

Penanaman modal asing (PMA) merupakan aliran arus modal yang berasal
dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi
langsung (Direct Investment) maupun investasi tidak langsung (Portofolio).

2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Modal dalam negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia
termasuk hak-hak dan benda, baik yang dimiliki swasta ataupun warga asing
yang berdomisili di Indonesia, yang disediakan guna menjalankan suatu usaha
jangka panjang. Penanaman modal dalam negeri adalah penggunaan kekayaan
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut
ketentuan undang-undang penanaman modal.

Berdasarkan teori Harrod Domar, ada korelasi positif antara investasi dan
laju pertumbuhan ekonomi, dapat diartikan bahwa kurangnya investasi di suatu
daerah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat di
daerah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan ekonomi yang produktif dan
mengakibatkan ketimpangan pendapatan semakin melebar. Hartini (2017)
menyatakan ada hubungan negatif terhadap disparitas distribusi pendapatan,
sedangkan hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat, Suciati (2015) dan
Wahyuningsih (2012) menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, investasi yang dilakukan pemerintah

melalui belanja langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat
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menyerap tenaga kerja sehingga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Terpusatnya investasi di suatu wilayah, maka ketimpangan distribusi investasi ini
dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mengakibatkan ketimpangan
pembangunan.

Disparitas pendapatan adalah terdapatnya perbedaan pendapatan yang
diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya
distribusi pendapatan nasional diantara masyarakat. Kesenjangan ini pada dasarnya
disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan masing-
masing daerah (Yasa dan Arka, 2015). Teori ketimpangan distribusi pendapatan
dapat dikatakan dimulai dari munculnya hipotesa terkenal yaitu hipotesa U terbalik
oleh Simon Kuznet tahun 1955 yang berpendapat bahwa mula ketika pembangunan
dimulai distribusi pendapatan akan semakin tidak merata, namun setelah mencapai
suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan makin merata. Ada
beberapa cara yang dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kemerataan
distribusi pendapatan, salah satunya yaitu indeks gini rasio atau rasio gini. Adapun
nilai gini rasio berkisar antara 0 dan 1, jika:

1) G<0,3——> ketimpangan rendah
2) 0,3<G>0,5——> ketimpangan sedang
3) G>0,5 ——> ketimpangan tinggi

Menurut Alesina dan Rodric (dalam Sholihah dkk., 2017) mengemukakan
bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap
pertumbuhan ekonomi dan kemudian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah akan

mengalami penurunan. Sejalan dengan Hipziwaty dkk (2019) dan Yasa (2015)
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menyimpulkan bahwa disparitas distribusi pendapatan memiliki korelasi negatif
terhadap kesejahteraan masyarakat.Dengan adanya ketimpangan pendapatan antar
daerah tentunya akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk
dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan
daerah sekitarnya sehingga masyarakat bisa mencapai kesejahteraan hidupnya.
Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan
ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Arsyad, 2010:11). Kesejahteraan
menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2007) adalah suatu kondisi dimana
seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi
sesuai dengan tingkat hidup. Konsep kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari
kualitas hidup masyarakatnya, dimana kesejahteraan diukur melalui beberapa
indikator lainnya seperti kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonominya
(Widyastuti, 2012). Menurut Drewnoski (1974) dalam Bintarto (1989), melihat
konsep kesejahteraan dari tiga aspek sebagai berikut.
1) Dengan melihat pada tingkat perkembangan fisik (somatic status), seperti
nutrisi, kesehatan, harapan hidup, dan sebagianya
2) Dengan melihat pada tingkat mentalnya, (mental/educational status) seperti
pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya
3) Dengan melihat pada integrasi dan kedudukan sosial (social status).
Untuk melihat keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,
UNDP telah menerbitkan suatu indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) untuk mengukur kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara.

IPM menggambarkan tiga indeks pengukuran yaitu Indeks Harapan Hidup, Indeks
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Pengetahuan dan Indeks Pendapatan (Jember dan Yogi, 2011). Pembentukan modal

manusia merupakan suatu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang

yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan
pembangunan suatu negara. Adapun metode perhitungan Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) terdiri dari yaitu tingkat kesehatan yang diukur dengan harapan

hidup saat lahir, tingkat pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan

rata-rata lama sekolah dan standar kehidupan yang diukur dengan tingkat
pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya yang telah diuraikan,
maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi Bali.

2. Pengeluaran pemerintah, investasi berpengaruh positif dan signifikan,
sedangkan disparitas distribusi pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

3. Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh secara tidak langsung
terhadap kesejahteraan masyarakat melalui disparitas distribusi pendapatan

kabupaten/kota di Provinsi Bali.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali. Lokasi ini di pilih karena melihat
beberapa kabupaten memiliki nilai IPM dibawah nilai IPM Provinsi Bali dan diduga

masih terjadi disparitas distribusi pendapatan pendapatan antar kabupaten. Hal ini
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tentunya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali secara
menyeluruh.

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah pengeluaran
pemerintah, investasi, disparitas distribusi pendapatan, dan kesejahteraan
masyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah
kesejahteraan masyarakat (Y2). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas
adalah pengeluaran pemerintah (X1) dan investasi (X2). Variabel intervening dalam
penelitian ini adalah disparitas distribusi pendapatan (Yq).

Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder tahun
2013-2018. Data sekunder digunakan karena penelitian yang dilakukan meliputi
objek yang bersifat makro dan mudah di dapat. Adapun data yang digunakan antara
lain data pengeluaran pemerintah, investasi, disparitas distribusi pendapatan, dan
kesejahteraan masyarakat. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan
menggunakan metode observasi non partisipan yaitu dengan cara analisis catatan,
mempelajari uraian dari buku-buku, jurnal-jurnal, situs internet, skripsi yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti guna memperoleh dasar teoritis dan acuan
untuk memperoleh data.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur
(path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier
berganda, untuk hubungan kausalitas antar variabel yang ditunjukkan oleh anak
panah. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan independen terhadap

variabel dependen dan hubungan yang tidak langsung melalui variabel intervening.
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Terdapat dua persamaan struktual yang digunakan dalam menghitung koefisien

jalur untuk menunjukkan hubungan dalam hipotesis, yaitu:

Struktur |
Y1 = BrXe ot BoXot B (1)
Struktur 11
Y2 = BaX1t BaXot BoY 1d €2 i 2)
Keterangan:

Y1 : Disparitas distribusi Pendapatan

Y2 : Kesejahteraan Masyarakat

X1 : Pengeluaran Pemerintah

X2 . Investasi

€1, €2 : Error

B1,B2,Ps,p4.ps  : Koefisien Regresi Untuk Masing-masing Variabel

Nilai kekeliruan taksiran standar (standard error of estimate), yaitu:
Struktur |

Pengujian signifikansi

Dari hal yang dikemukakan diatas maka ditentukan hipotesis penelitian
dengan menggunakan analisis jalur, pengujian yang dilakukan adalah pengujian
pengaruh langsung terhadap persamaan struktual I dan persamaan struktual II.

Pengujian pengaruh langsung persamaan struktual | dilakukan untuk mengetahui
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pengaruh pengeluaran pemerintah dan investasi terhadap distribusi pendapatan,
dengan taraf nyata a = 5 persen (0,05). Pengujian pengaruh langsung persamaan
struktual 11 dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah,
investasi, dan disparitas distribusi pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat,
dengan taraf nyata a = 5 persen (0,05). Pengujian pengaruh tidak langsung
pengeluaran pemerintah (X1) dan investasi (X2) terhadap kesejahteraan masyarakat
(Y2) melalui disparitas distribusi pendapatan (Y1) yang diukur melalui uji sobel.
Pengujian variabel mediasi dikenal dengan uji sobel (Sobel, 1982 dalam Suyana,

2016:169).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui hubungan-hubungan antar
variabel penelitian, yang merupakan koefisien jalur dalam penelitian ini. Pengujian
data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik analisis jalur (path analysis).
Untuk dapat menyusun persamaan struktural yang digunakan, maka terlebih dahulu
data yang diperoleh kemudian diolah dan dihitung menggunakan program SPSS
versi 23 sehingga diperoleh hasil analisis seperti pada Tabel 2.
Tabel 2 Hasil Coefficients Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi

Terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan
Coefficients®

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 0,186 0,262 0,711 0,480
Pengeluaran 0080 0,032 0447 2511 0015
Pemerintah
Investasi 0,014 0,009 0,285 1,601 0,116

a. Dependent Variable: Disparitas Distribusi Pendapatan
Sumber: Lampiran 3
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Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah terhadap
disparitas distribusi pendapatan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,015 < 0,05
(nilai alpha), memiliki arti bahwa pengeluaran pemeritah berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan. Hasil pengujian investasi
terhadap disparitas distribusi pendapatan dengan signifikansi sebesar 0,116 > 0,05
(nilai alpha), memiliki arti bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap
disparitas distribusi pendapatan. Maka persamaan struktualnya adalah:

Y1=-0,447X1+ 0,285X2+ €1
Pengujian persamaan struktual Il dilakukan untuk melihat pengaruh langsung
pengeluaran pemerintah, investasi, dan disparitas distribusi pendapatan terhadap
kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3 Hasil Coefficients Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi dan
Disparitas Distribusi Pendapatan Terhadap Kesejahteraan

Masyarakat
Coefficients?
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.

1 (Constant) 1,136 0,162 7,000 0,000
Pengeluaran 0,074 0,021 0473 3550 0,001
Pemerintah
Investasi 0,015 0,005 0,359 2,787 0,007
Disparitas Distribusi 0,089 0,086 0102 1,027 0310

Pendapatan

a. Dependent Variable: Kesejahteraan Masyarakat
Sumber: Lampiran 4

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah dengan nilai
signifikansi yaitu 0,001 < 0,05 (nilai alpha) memiliki arti bahwa pengeluaran
pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Variabel investasi dengan nilai signifikansi yaitu 0,007< 0,05 (nilai alpha) memiliki
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arti bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan
masyarakat, disparitas distribusi pendapatan dengan nilai signifikansi sebesar 0,310
> 0,05 (nilai alpha) memiliki arti bahwa disparitas distribusi pendapatan tidak
berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka persamaan
struktualnya adalah:

Y2 =0,473X1+ 0,359X> + 0,102Y1+ €2

Nilai kekeliruan taksiran standar e; menunjukkan jumlah variance variabel
kesejahteraan masyarakat yang tidak dijelaskan oleh pengeluaran pemerintah dan
investasi, setelah dilakukan perhitungan dengan rumus yang telah dijelaskan diatas
untuk menghitung nilai kekeliruan taksiran standar maka diperoleh hasil e;= 0,94.
Sedangkan nilai e> yang menunjukkan jumlah variance variabel kesejahteraan
masyarakat yang tidak dijelaskan oleh pengeluaran pemerintah dan investasi, dan
disparitas distribusi pendapatan, setelah dilakukan perhitungan diperoleh hasil nilai
e2 sebesar 0,66.

Untuk memeriksa validitas model terdapat indikator untuk melakukan
pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total. Berdasarkan hasil perhitungan
koefisien determinasi total, maka diperoleh bahwa keragaman data yang dapat
disajikan oleh model adalah sebesar 61,3 persen atau dengan kata lain informasi
yang terkandung dalam data sebesar 61,3 persen dapat dijelaskan oleh model,
sedangkan sisanya yaitu 39,7 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak

terdapat dalam model.
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Berdasarkan dari persamaan struktual | dan persamaan struktual Il serta nilai

kekeliruan taksiran standar, maka dapat dibuat diagram jalur penelitian pada

Gambar 1.

Pengeluaran

Kesejahteraan
Masyarakat
(Y2)

A

Pemerintah Signifikan
X 473
() Signifikan
0,447 Tidak ™
Disparitas Signifikan
Distribusi 0,102
Pendapatan
(Y1)
Tidak
Signifikan
0.285 Signifikan
Investasi 0.359
(X2)
Gambar 1.

Diagram Analisis Jalur Penelitian

4N

o

Tabel 4 Hubungan Variabel Langsung dan Tidak Langsung serta Pengaruh

Total
Hubungan Variabel Pengaruh Pengaruh Total
Langsung Tidak Langsung
X1 —» Y, -0,447 - -0,447
Xo —»Y1 0,285 - 0,285
X1 —»Y> 0,473 -0,046 0,427
Xo—» Y2 0,359 0,029 0,388
Yi—» Y, 0,102 - 0,102

Sumber: Lampiran 6

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui nilai pengaruh langsung pengeluaran

pemerintah terhadap disparitas distribusi pendapatan sebesar -0,447. Nilai pengaruh

langsung investasi terhadap disparitas distribusi pendapatan sebesar 0,285. Nilai

pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat
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sebesar 0,473. Nilai pengaruh langsung investasi terhadap kesejahteraan
masyarakat sebesar 0,359 dan nilai pengaruh langsung disparitas distribusi
pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,102. Nilai pengaruh tidak
langsung pengeluaran pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat melalui
disparitas distribusi pendapatan sebesar -0,046. Nilai pengaruh tidak langsung
investasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui disparitas distribusi
pendapatan sebesar 0,029.

1) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Disparitas Distribusi
Pendapatan

Hasil pengujian statistik dengan SPSS menunjukkan tingkat signifikansi
pengeluaran pemerintah sebesar 0,015 < 0,05 sehingga membuktikan pengeluaran
pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas distribusi
pendapatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Wicaksono (2018) dimana pengeluaran pemerintah memiliki korelasi negatif dan
signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan, dengan demikian hipotesis
pertama berhasil didukung. Hal ini berarti pengalokasian pengeluaran pemerintah
yang tepat mampu menurunkan tingkat disparitas distribusi pendapatan.

Pengeluaran pemerintah menjadi suntikkan perekonomian melalui program-
program atau kegiatan untuk mendorong produktivitas sumber daya yang tersedia.
Misalnya pengeluaran pemerintah menjadi pendorong produktivitas unit-unit usaha
di daerah tersebut karena output yang dihasilkan oleh industri besar maupun
UMKM akan lebih banyak terserap, sehingga pendapatan masyarakat akan
meningkat serta membantu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan antar

daerah. Pengalokasian anggaran infrastruktur juga sangat penting dalam
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memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi karena menjadi mesin utama
dalam pembangunan. Pembangunan infrastruktur yang merata akan memberikan
kontribusi dalam mengurangi akan memberikan kontribusi dalam mengurangi
ketimpangan taraf hidup masyarakat dari segi penghasilan.

2) Pengaruh Investasi Terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan

Hasil analisis memperoleh nilai signifikansi variabel investasi sebesar 0,
116 > 0,05, maka Ho diterima dan H ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa variabel
investasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap disparitas distribusi
pendapatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pradnyadewi (2017)
yang meyatakan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap disparitas
distribusi pendapatan di Provinsi Bali 2004-2015. Investasi yang tinggi di suatu
daerah tidak dapat mengurangi angka ketimpangan distribusi pendapatan di
Provinsi Bali karena untuk mencapai angka disparitas yang rendah diperlukan
kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta.

Investasi yang tinggi di suatu daerah tidak dapat mengurangi angka
ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Bali karena lokasi realisasi
penanaman modal masih dominan berpusat di wilayah Bali bagian selatan. Upaya
untuk mengurangi dampak kesenjangan tersebut dengan meningkatkan minat
investor untuk menanamkan modalnya tak hanya di sekitar Bali bagian selatan
tetapi di Bali bagian barat, timur, ataupun utara. Hanya daerah yang mendapat profit
yang menjanjikan yang akan dilirik oleh para investor baik investor dalam negeri

maupun luar negeri.
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3) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai signifikansi
sebesar 0,001< 0,05 maka Ho ditolak dan Hi diterima. Artinya variabel pengeluaran
pemerintah memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, nilai beta pada
standardized coefficient sebesar 0,473 sehingga berpengaruh positif. Hal ini sesuai
dengan teori yang dikemukakan Adolf Wagner yang menyatakan dalam suatu
perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif
pengeluaran pemerintah pun meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Nur Baeti ( 2012) dimana pengeluaran pemerintah
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di era otonomi, pemerintah daerah khususnya Provinsi Bali harus semakin
mendekatkan diri pada pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi
pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan memegang peranan
penting guna meningkatkan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan
pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan
manusia. Pengeluaran pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas
sarana dan prasarana umum atau program-program langsung yang dapat
merangsang produktivitas yang lebih besar bagi masyarakat serta pelaku usaha di
daerah. Dengan alokasi belanja daerah yang tepat maka pembenahan infrastruktur
daerah serta fasilitas umum akan tetap baik, sehingga meningkatkan kualitas dan
kuantitasnya serta meningkatkan produktivitas daerah, pendapatan masyarakat, dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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4) Pengaruh Investasi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai signifikansi
sebesar 0,007 < 0,05 maka Ho ditolak dan H; diterima. Artinya variabel investasi
memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, nilai beta pada standardized
coefficient sebesar 0,359 sehingga berpengaruh positif. Hasil penelitian ini sejalan
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suciati (2015) dan Wahyuningsih
(2012), dimana investasi memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat, investasi yang dilakukan pemerintah melalui belanja
langsung telah dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang dapat menyerap tenaga
kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam teori investasi Harrod-Domar investasi tidak hanya dipandang
sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk
menghasilkan barang dan jasa, tetapi juga meningkatkan permintaan efektif
masyarakat. Semakin banyaknya investasi di suatu daerah akan berhubungan
ketersediaan lapangan kerja yang baru karena akan memunculkan kegiatan
produksi yang meningkat sehingga masyarakat yang terserap akan memiliki
pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

5) Pengaruh Disparitas Distribusi Pendapatan Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat

Hasil analisis memperoleh nilai signifikansi variabel investasi sebesar 0,310
> 0,05, maka Ho diterima dan H: ditolak. Hal ini memiliki arti bahwa variabel
disparitas  distribusi pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat. Artinya pelebaran kesenjangan pendapatan tidak

menjadikan kesejahteraan masyarakat menurun, bisa dikatakan angka gini rasio
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kabupaten/kota di Provinsi Bali tidak terlalu timpang dan masih dalam kategori
ketimpangan sedang (kurang dari 0,5), namun memiliki hubungan positif terhadap
kesejahteraan masyarakat. Artinya terlihat semakin besar ketimpangan (gap)
kesejahteraan antara masyarakat golongan atas dan menengah kebawah.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholilah yang
menyatakan bahwa kesenjangan pendapatan berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan ini terjadi karena
pertumbuhan ekonomi yang pesat tidak dibarengi dengan pemerataan pendidikan
dan teknologi.

6) Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

Uji mediasi variabel disparitas distribusi pendapatan (Y1) atas pengaruh
pengeluaran pemerintah (X1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) sebagai
berikut:

Perhitungan
SRy R = Jﬁgsgl + B2S2

SR, Bs =+/(0,089)2 (0,032)2 + (—0,080)2(0,086)2

SR, 85 =0,007
Berdasarkan perhitungan diatas, untuk menguji signifikansi pengaruh tidak
langsung maka harus menghitung nilai z (uji t-hitung) dari koefisien Sgigs dengan

rumus sebagai berikut

By Rs
SRR

 — (—0,080)(0,089)
N 0,007

Z = -1,017
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Oleh karena z hitung sebesar -1,017 > -1,96. Artinya pengeluaran
pemerintah (X1) tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan
masyarakat (Y2) melalui disparitas distribusi pendapatan (Y1).

Uji mediasi variabel disparitas distribusi pendapatan (Y1) atas investasi (X>)
terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) sebagai berikut:

Perhitungan

S8 R = \/3525152 + B3Sgs

SR, Rs =+/(0,089)%(0,009)2 + (—0,014)2(0,086)?
SR, R = 0,001

Berdasarkan perhitungan diatas, untuk menguji signifikansi pengaruh tidak
langsung maka harus menghitung nilai z (uji t-hitung) dari koefisien Sgigs dengan

rumus sebagai berikut

B2 Bs
7 =L2bs
SB2Bs
S, = (0,014)(0,089)
h 0,001
Z =1,246

Oleh karena Z hitung sebesar 1,246 < 1,96. Artinya investasi (X2) tidak
berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2) melalui
disparitas distribusi pendapatan (Y1).

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh disparitas
distribusi pendapatan bukan merupakan variabel intervening pengeluaran
pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Wahyuni dkk (2014) yang

menyatakan bahwa alokasi anggaran pembangunan sebagai instrumen untuk
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mengurangi  ketimpangan ekonomi tampaknya lebih perlu diperhatikan.
pengalokasian pengeluaran pemerintah belum terbilang efektif dalam menurunkan
disparitas distribusi pendapatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat, karena pengalokasian pengeluaran pemerintah yang tepat diharapkan
mampu menyejahterakan masyarakatnya secara merata.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh disparitas
distribusi pendapatan bukan merupakan variabel intervening investasi terhadap
kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini
sesuai dengan penelitian Yolanda dkk (2017) yang menyatakan bahwa investasi
diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, berupa sumber nafkah atau
pendapatan untuk membeli barang dan jasa yang diperlukan. Investasi juga
menghasilkan nilai tambah yang merupakan balas jasa produksi, sekaligus sebagai

sumber pendapatan atau kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap disparitas distribusi pendapatan, sedangkan investasi tidak berpengaruh
signifikan terhadap disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi
Bali. Pengeluaran pemerintah dan investasi berpengaruh positif dan signifikan,
sedangkan disparitas distribusi pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap
kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Pengeluaran pemerintah

dan investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan
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masyarakat melalui disparitas distribusi pendapatan kabupaten/kota di Provinsi
Bali.

Pemerintah harus meningkatkan pengalokasian pengeluaran pemerintah
terhadap pembenahan infrastuktur kabupaten/kota di Provinsi Bali. Saat ini
infrastuktur yang memadai masih dominan di wilayah Bali bagian selatan,
sedangkan daerah lainnya belum sepenuhnya mendapat perhatian pemerintah untuk
penyediaan fasilitas publik ini. Pemerintah Provinsi Bali juga diharapkan
memencarkan pusat pertumbuhan ekonomi pada semua kabupaten/kota di Provinsi
Bali. Perkembangan investasi yang dominan di daerah Bali bagian selatan
mengakibatkan pembangunan ekonomi hanya terpusat di daerah tersebut, sehingga
pertumbuhan penduduk di daerah tersebut sangat tinggi. Pembangunan pusat
pertumbuhan harus mempertimbangkan potensi-potensi unggulan yang dimiliki
masing-masing daerah. Pemencaran pusat pertumbuhan ekonomi ini diharapkan
akan mengurangi disparitas distribusi pendapatan

Melalui investasi tentunya akan menciptakan lapangan pekerjaan yang
muaranya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah
daerah Provinsi Bali harus mempersiapkan sumber daya manusianya sesuai
kebutuhan dan memperbaiki berkualitas SDMnya. Melalui peningkatan kualitas
pendidikan dan kesehatan akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas.
Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat memberikan multiplier effect
terhadap pembangunan suatu negara khususnya pembangunan di bidang ekonomi.
Peningkatan kualitas SDM juga berdampak pada tingkat produktivitas dan tingkat

pendapatan yang diterima. Pelayanan dasar lainnya yang perlu mendapat perhatian
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pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu alokasi anggaran
pemerintah di bidang pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah dalam kebijakan
pembangunan agar memprioritaskan pemerataan dalam aspek distribusi pendapatan
serta pengalokasian infrastruktur dan investasi pada setiap daerah secara merata,
selain itu diharapkan lebih intensif melaksanakan upaya pemerataan distribusi

pendapatan serta pembangunan manusia.
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